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NOTA KESEPAHAMAN e

PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OPTIMASI LAHAN RAWA CLUSTER 3,
SUB KEGIATAN PRASARANA PENGEMBANGAN KAWASAN
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI T.A. 2025
ANTARA
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DENGAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 0204/DS

Nomor :
Nomor :

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat Belas bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh lima
(14-08-2025), bertempat di Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, di Jalan Sei Rejo
Nomor 84 Kecamatan Sei Rampah, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1.

Nama . Dedy Iskandar, S.P., M.M.
Jakatan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai
Alamat : Jalan Sel Rejo No. 94, Kecamatan Sei Rejo, Sumatera Utara

Dalam hal ini berindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian Kabupaten Serdang
Bedagai selaku Kepala Dinas Pertanian, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : Letnan Kolonel Arh. Agung Pujiantero, S.H.
Jabatan . Komandan Komando Distrik Militer 0204/DS
Alamat : Jalan Galang, Lubuk Pakam Cemara, Kabupaten Deli Serdang

Daiam hal ini benindak dalam jabatan dan atas nama Kodim0204/DS, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK,
menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian dan mengikat serta
sepakat dan setuju melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa Cluster 3 pada
Prcgram Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Perlindungan dan
Penyediaan Lahan, Sub Kegiatan Prasarana Pengembangan Kawasan (Konstruksi Optimasi
Lahan Rawa) di Kabupalen Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2025, Berdasarkan
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Perumbangan bahwa perjanjian ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal

agai berirut:

MHota Kesepahaman antara Menteri  Pertanian dengan
04/MoU/HK.230/MM12/2023 dan Nomor NKI30/XII/2023/TNI tenta
Program Pembangunan Pertanian.

Panglima TNI Nomor
ng Dukungan Pelaksanaan
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NOTA KESEPAHAMAN -l
PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKS! OPTIMASI LAHAN RAWA CLUSTER 3,
SUB KEGIATAN PRASARANA PENGEMBANGAN KAWASAN
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI T.A. 2025

ANTARA

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DENGAN

KOMANDO DISTRIK MILITER 0204/DS

Nomeor :
Nomor :

Pada har ini Kamis, tanggal Empat Belas bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh lima
(14-08-2025), bertempat di Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, di Jalan Sei Rejo
Nomer 84 Kecamatan Sel Rampah, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Dedy Iskandar, S.P., M.M.
Jabatan . Kepala Dinas Pertanlan Kabupaten Serdang Bedagal
Alamat . Jalan Sei Rejo No. 94, Kecamalan Sei Rejo, Sumatera Utara

Dalam hal ini berundak untuk dan atas nama Dinas Pertanian Kabupaten Serdang
Bedagai selaku Kepala Dinas Pertanian, selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

2. Nama . Letnan Kolonel Arh. Agung Pujiantoro, S.H.
Jabatan ;. Komandan Komando Distrik Militer 0204/DS
Alamat : Jalan Galang, Lubuk Pakam Cemara, Kabupaten Deli Serdang

Da‘am hal ini berundak dalam jabatan dan atas nama Kodim0204/DS, selanjulnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjulnya disebut PARA PIHAK,
menyatakan memiliki kewenangan untuk menandalangani Perjanjian dan mengkat serta
sepakal dan seluju melaksanakan Pekerjaan Konslruksi Optimasi Lahan Rawa Cluster 3 pada
Program Kelersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegialan Perlindungan dan
Penyediaan Lahan, Sub Kegialan Prasarana Pengembangan Kawasan (Konstruksi Optimasi
Lahan Rawa) di Kabupalen Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan
Perumbangan bahwa perjangan ni dilaksanakan dengan lerleb:h dahulu menerangkan halk-hal
sebagai benkut,

a. Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian  dengan  Panghma TNl Nomor
04/MoU/HK 230/04/12/2023 dan Nomor NK/30/X1/2023/TNI tentang Dukungan Pelaksanaan
Program Pembangunan Penanian
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Perjanjian  Kerjasama antara Direklur  Jenderal Prasarana dan  Sarana Pertanian,
Kementerian Peranian dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor
KERMA/10/1172024 langgal 28 Febtuari 2024 tentang Pengawalan dan Pendampingan
Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementaerian
Pertanian

Penanjian Kerjasama antara Direklur Jenderal Tanaman Pangan, Kementanan Pertaman
dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor KERMA/11/11/2024 tanggal 28
Februar 2024 tentang Dukungan Pelaksanaan Program Tanaman Pangan.

Perianjian Kenasama antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Kementenan Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Daral MNomor
KERMA/12/11/2024 1anggal 28 Februari 2024 lentang Pengavalan dan Pendampingan
Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kemenlerian
Pertamian.

Surat Kementerian Pertanian Nomor B-/SR.020/M/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang
Pengawalan Percepatan Olah Lahan dan Tanam Padi 2024.

Nota Kesepahaman antaraKepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura
Provinsi Sumatera Utara dengan Komande Daerah Militer I/ Bukit Barisan Nomar
521.3/42.20/SAPRAS/I1/2024 tanggal 04 Maret 2024

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republix Indenesia
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan
Pemenntah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah
ciubah dengan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 18 Tahun 2025 lenlang Perubahan
Alas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan
Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Kementerian Pertanian Nomor ® Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Dana Tugas Perbantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun
Anggaran 2025;

Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kena
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

Surat Perintah Kementerian Pertanian Nomor 241/KP.410/M/7/2025 tanggal 9 Juli 2025, hal
Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian,

Keputusan Direkiur ‘Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 424/KPTS/SR.030/J/2025
ientang Pelunjuk Teknis Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa Tahun Anggaran 2025.

. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Nomor. SP.DIPA-018.13.4.691325/2025,

Petunjuk Operasional Keglatan (POK) (018) Kementerian Pertanian, (13) Ditjen Lahan Ingasi
Pertanian, (691325) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortkultura Provinsi
Surnatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai Revisi 02;

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 900/136, 12/KEW/VII/2025, tanggal 05
Agustus 2025 1entang Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Kabupaten/Kota Satuan Kerja
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara,
PIHAK KESATU merupakan unit kerja di daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan
pemenntah di bidang pembangunan pertanian sesuai dengan perundang-undangan
penanian,

PIHAK KEDUA merupakan instilusi pemerintah yang berperan sebagat alat negara di bidang
pentahanan yang dalam menjalankan tupasnya berdasarkan kebjakan dan keputusan politik
negara yang dilaksanakan dengan memberdayakan wilayah pertahanan yang dilaksanakan
melalui program ketahanan pangan;

PARA PIHAK memilia sumber daya serla prasarana dan sarana yang diperiukan dalam
rangka melaksanakan program kerjasama mendukung ketahanan pangan melalui
penyediaan prasarana dan sarana di bidang perianian, dan
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Pasalt
MAKSUD DAN TUJUAN
Nota vesopataman n aga'ah uptuk membersan pedoman bage PARA PiHAL gy M
e akeanaban tugas oan tanpgung jawab yang disepakal yanq akan ctndaelar .t 2™
bostee Sutal Fenaryan Kerjasama (SPK)

Pasal2
RUANG LINGKUP
Ruang nz*ip nola kesepahaman iny adalah Pekerjaan Konstruks: Opt masi Lahan Pawa T'us’ar
¥ paza Prozram Kelersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Eerkuaias Kegatas Pes ~2u-50
2a® Femvecaan Lahas, Sub Kegatan Prasarara Pengemtangan Kawasan (£o-sinies

Cotmaw Lanan Rawa) o1 Kabupaten Serdang Eedagar Tahun Arggaran 2025

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
T PIRAL KESATU
@ Nemocerkan arahan terkad sasaran crogram dan keg alan yang a<an ¢ 'a=s3ina=3-
o Nenyizpran pelunjux teknis pelaksanaan kegiatan,
Mela<uran sos@lisasi ¢ jajaran PIHAK KESATU sampai ¢ ingsat pelaksana ¢an
tfenduruny pembayaan yang tmbul akibat pe'aksanaan xegistan daam P23~ an
fer,a E5ma sesual cengan anggaran yang lersecia,
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23n casaran program yang dibenkan c'eh PIHAK KESATU sera yarg ctearg<an
az 2m Penjanpan Kena Sama (PKS),
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Wizk £aNaran Al lzpangan
€ Wenerims durungan pembiayaan atas pelaxsanaan aegiatan sesud cergan arg3aan
yard tetvedia dan yang cénuangkan dalam Perjanjian Kera Sama dan
g lelzruran sosialsact 0 jajaran PIMAK KEDUA sampal di ingsat pelakssna
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Pasal 4
PELAKSANAAN
Btz Fesepatiaran ini zban 3 tndaklonut da'am ventuk Surat Penan g Reljdsding (SPa)
Fe'arvanasn dejatan
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Pasal 5
PEMBIAYAAN
Biaya yang timbul dari Nota Kesepahaman inl yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk Surat
Penanjian Kerjasama (SPK) Pelaksanaan Kegiatan dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku maksimal untuk jangka waktu 1 (salu) Tahun terhitung
sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang. Diubah maupun diakhir
atas persetujuan PARA PIHAK;

(2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapal diperpanjang oleh PARA PIHAK dengan
pemberitahuan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Paling lama 3
(tiga) bulan sebelum berakhimya jangka waklu perjanjian, dan disetujui oleh pihak lainnya.
Dengan ketentuan PARA PIHAK akan meninjau dan menyepakati kembali ketentuan dan
syarat-syarat perjanjian tersebut; dan

(3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat
ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan

berlangsungnya kerjasama tim ini.

Pasal 7
PENGAKHIRAN KERJASAMA
(1) Kerjasama ini akan berakhir sesuai dengan jangk awaktu berakhirnya pernjanjian sebagai
manadimaksud dalam pasal 6 Nota Kesepahaman ini;
Salah satu pihak mengundurkan diri sebelu mjangka waklu ini berakhir dengan ketentuan
30 (tiga puluh) hari kalender harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya;
Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab dan telah ditegur
oleh pihak lainnya secara terlulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing
30 (tiga puluh) hari kalender, maka pihak fainnya dapat memutuskan secara sepihak Nota
Kesepahaman ini dengan mengsampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata;
Kerjasama ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-
undangan yang terbit kemudian; dan
(5) Dalam hal lerjadi keadaan sebagaimana lersebut dalam ayat (4), maka PARA PIHAK
dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

(2

-~

(3

-~

4

~—

Pasal 8
EVALUASI
(1) Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara Bersama minimal sekali dalam 1 (satu)
tahun;
(2) Dalam melakukan evaluasi, PARA PIHAK dapat menunjuk perwakilan masing-masing dan
dapat melibatkan pihak terkait; dan
(3) Haslil evaluasi akan dipergunakan untuk pengembangan program kerja sama benkutnya

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJUERE)
{1) Yang dimaksud keadaan kahar dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan yang berada di
luar kemampuan kendali PARA PIHAK yang terjadi karena :

s

PihakKesatu
T .
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Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan kebakaran hutan;

Keadaan Perang:

Pemberontakan, huru-hara dan sabotase; dan

Perubahan peraturanrkebijakan pemerintah,

2) PARA PIHAK dibebaskan dar tangungjawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam
melaksanakan kewajbannya yang disebabkan oleh hal-hal dliuar kemampuan yang wajar
dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan satu pihak;

(3) Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara terulis kepada pihak
lainnya dalam tenggang waktu paling lama 7 x 24 jam setelah kejadian; dan ‘

(4) Apabila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan salah salu pihak lidak dapat memenuhi
kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 segala akibal yang ditimbulkan akan
dimusyawaratkan oleh PARA PIHAK.

apow

Pasal 10
KETENTUAN LAIN 4

{1) Hal-hal lain yang dianggap tidak perlu dan belum diatur dalam kefjasama ini akan diatur dan
ditetapkan dan PARA PIHAK untuk menyempurnakan / pengembangan sebagal addendum
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini serta mengikat PARA
PIHAK.

(2) Setiap perbedaan pendapat yang tefjadi dalam melaksanakan perjanjian ini akan
diselesaikan bersama - sama dengan sebaik - baiknya dan dengan cara musyawarah untuk
mufakat.

Pasal 11
PENUTUP
(1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya, yang
keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Perjanijian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Kepala Dlnas Pertanian

Letnan Kolonel Arh. ‘NRP. 11050051670981
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